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BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya 
sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan 
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 
pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di 
bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah 
yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan 
hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu 
pengelolaan dan pengendalian yang balk; 

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum 
dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya 
Beracun perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan 
pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Cair dan B3; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3445); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5617); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 
tentan Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun; 

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 
Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta 
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 
dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 
DAN B3. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya 
di bidang pekerjaan umum. 

6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. 

7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan di 
Daerah. 

8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang 
yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati. 

9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan 
tanah, kecuali air laut dan fosi. 

11. Air Limbah adalah sisa dan i suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud 
cair. 

12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dan i usaha dan/atau 
kegiatan permukiman/ real estate, rumah makan/ restaurant, perkantoran, 
perniagaan, apartemen dan asrama. 

13. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas 
pengolahan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah. 

14. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, 
penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, 
dan pengembangan air limbah domestik. 

15. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat 
pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 

16. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu 
dan i air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik 
yang ditetapkan. 

17. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan 
perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat 
pengolahan. 

18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan 
tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, 
situ, waduk, dan muara. 



19. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi 
dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran 
air. 

20. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang 
ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dan i satu jenis kegiatan 
tertentu. 

21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat 
diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program 
kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air. 

22. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu 
sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa 
mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 

23. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 
kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya, balk secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain.. 

25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

26. Limbah B3 dan i sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya 
berasal bukan dan i proses utamanya, tetapi berasal dan i kegiatan 
pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, 
pengemasan, dan lain-lain. 

27. Limbah B3 dan i sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri 
atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian 
ilmiah. 

28. Limbah B3 dan i bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan 
buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang 
tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan 
kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang 
kadaluarsa. 

29. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Limbah B3 
sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang 
bersumber bukan dan i kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries 
pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah 
B3. 

30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangku tan, pemanfaatan, pengolahan 
dan/atau penimbunan. 

31. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat 
Limbah B3 yang merupakan bagian dan i pengelolaan Limbah B3. 

32. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau 
kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 

33. Pengurangan Limbah B3 adalah Kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk 
mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dani 
Limbah B3 sebelum dihasilkan dan i suatu usaha dan/atau kegiatan. 



34. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang 
dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara 
Limbah B3 yang beracun. 

35. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dani 
penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, 
Pengolah Limbah B3 dan/atau penimbun Limbah B3.. 

36. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pengolahan Limbah B3. 

37. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 
pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

38. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukanpengelolaan Limbah B3. 

39. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin. 

40. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang 
dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau 
pengolahdan/atau penimbun Limbah B3 berizin dengan maksud menyimpan 
sementara. 

41. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah 
tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat. 

42. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dani 
penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum 
diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun 
Limbah B3 skala daerah. 

43. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dani 
penghasil dan/atau dan i pengumpul dan/atau dan i pemanfaat dan/atau 
daripengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atauke pengolah 
dan/atau ke penimbun Limbah B3. 

44. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi 
jumlah dan mengurangi sifat bahaya danracun limbah B3, sebelum 
dihasilkan dan i suatu kegiatan. 

45. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan 
komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat 
bahaya dan/atau sifat racun. 

46. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 
pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

47. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk 
menghindari terjadinya dampak negatif dan i pengelolaan limbah B3 pada 
lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat 
disimpan dengan bail( dan aman. 

48. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan 
Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3. 

49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

50. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dani 
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dani 
usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal atau UKL-UPL. 



51. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 

52. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

53. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan 
Limbah B3. 

54. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 
yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang 
telah memiliki izin. 

55. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang 
Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap 
sumber pencemar. 

56. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan 
dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 
sehingga sesuai fungsinya kembali. 

57. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang 
digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan 
perpipaan komunal atau terpu sat. 

58. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik 
terpisah dengan jaringan perpipaan terpu sat yang digunakan secara bersama-
sama oleh beberapa rumah tangga. 

59. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu 
sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. 

60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

61. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3 diselenggarakan dengan 
dengan asas : 
a. keterpaduan; 
b. tanggung jawab pemerintah; 



c. kemanfaatan; 
d. keberlanjutan; 
e. efektivitas; dan 
f. partisipatif. 

(2) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3, bertujuan untuk: 
a. mengendalikan aktifitas pembuangan limbah; 
b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya; dan 
c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. Pengelolaan air limbah Domestik yang meliputi pengolahan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian air limbah sisa dan i suatu hasil usaha clan atau 
kegiatan kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), rumah 
sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri 

b. pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya danberacun serta 
pengawasan pemulihan akibat pencemaranlimbah bahan berbahaya dan 
beracun oleh pemerintahdaerah; 

c. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala 
kabupaten; 

d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala 
kabupaten; 

e. pengawasan pelaksanaan si stem tanggap daru rat dan pelaksanaan 
penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan 

f. penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara 
limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan. 

BAB III 

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang 

• 
dilaksanakan oleh Bupati. 

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dan: 
a. pengelolaan kualitas air skala kabupaten; 
b. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten; 
c. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten; 
d. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten; 
e. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin 

pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 
f. penerapan sanksi administrasi skala kabupaten terhadap pelaksanaan 

penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan 
darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; 

g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 
skala kabupaten; 

h. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 
i. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; 
j. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3; 
k. menerbitkan izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali 

minyak pelumas atau oh i bekas; 
1. menerbitkan izin lokasi Pengolahan Limbah B3; 
m. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; 
n. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaranLimbah B3; 



o. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; 
p. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan 
q. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendaliandan pengelolaan 

Limbah B3; 

Pasal 5 

(1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 
dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan. 

(2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf m, huruf n, 
huruf o, huruf p, dan huruf q secara teknis operasional dilaksanakan oleh 
Kepala SKPD terkait. 

BAB IV 
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Air Limbah 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air 
limbah setempat dan/atau terpusat. 

(2) Sistem pengelolalan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air 
limbah setempat. 

(3) Sistem pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan 
diolah serta dibuang secara terpusat. 

Pasal 7 

(1) Penggelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah Komunal. 

(2) Petunjuk teknis pembuatan septik tank sebagaimana tersebut pada Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah mi. 

Pasal 8 

(1) Jaringan pengumpul pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dan: 
a. pipa persil/ sambungan rumah; 
b. pipa servis; 
c. pipa lateral/ tersier; 
d. pipa cabang/ sekunder; dan 
e. pipa induk/primer. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem 
terpadu yang bermuara di IPAL terpusat. 

Pasal 9 

(1) Pipa persil/ sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a adalah saluran yang menyalurkan air limbah dan i rumah penduduk, 
bangunan umum, dan sebagainya ke pipa servis. 



(2) Pipa servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah 
saluran yang menampung air limbah dan i pipa persil ke pipa lateral/tersier. 

(3) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 
adalah saluran yang menampung air limbah dan i pipa servis ke pipa 
cabang/ sekunder. 

(4) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d 
adalah saluran yang menampung air limbah dan i pipa lateral/tersier ke pipa 
induk/primer. 

(5) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e 
adalah saluran yang menampung air limbah dan i pipa cabang/sekunder ke 
IPAL terpusat. 

Bagian Kedua 

Pengolahan Air Limbah Domestik 

Pasal 10 

(1) Pengolahan air limbah dilakukan melalui pemanfaatan jaringan air limbah. 

. (2) Pemanfaatan jaringan air limbah dilakukan dengan membuat instalasi 
pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik individual 

Pembuatan tanksi septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3)  
berpedoman kepada teknis sanitasi. 

(4) Dalam hal wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat 
memanfaatkan jaringan air limbah domestik, pengolahan Air Limbah dilakukan 
dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki 
septik komunal atau IPAL komunal. 

Pada wilayah yang dekat dengan badan air, pengolahan air limbah dilakukan (5)  
dengan membangun IPAL komunal diatas lahan yang memungkinkan. 

Pasal 11 

•  
(1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung 

jawab penggunanya. 

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun instalasi 
pengolahan air limbah domestik beserta seluruh dan/atau sebagian 
jaringannya. 

(3) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dilaksanakan oleh 
pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dan i Dinas Pekerjaan 
Umum. 

Pasal 12 

(1) Setiap orang atau Badan usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya 
kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan jangkauannya. 

(2) Setiap °rang atau Badan wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum 
apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah 
domestik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 



Bagian Ketiga 

Pengolahan Air Limbah Domestik Terpu sat 

Pasal 13 

(1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau oleh sistem pengolahan air limbah 
terpusat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah 
terpusat. 

(2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dan i SKPD 
terkait. 

(3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis 
dengan pengawasan dan i Dinas Pekerjaan Umum; 

(4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon. 

Bagian Keempat 

Pemeliharaan dan Pengembangan Air Limbah 

Pasal 14 

(1) Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan 
pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab 
pengguna. 

(2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, 
dan IPAL komunal menjadi tanggung jawab pengguna. 

Pasal 15 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air 
limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis 
termasuk kelengkapan pendukungnya. 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi 
pengolahan air limbah setempat. 

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan 
terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat. 

Bagian Kelima 

Penyedotan Air Limbah 

Pasal 17 

(1) Pemerintah atau Badan dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air 
limbah. 

(2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja yang berada di IPAL terpu sat. 

(3) Biaya penyedotan air limbah dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan. 



BAB V 

PENGELOLAAN LIMBAH B3 

Bagian Kesatu 

Limbah B3 Menurut Jenisnya 

Pasal 18 

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 Wajib melakukan pengelolaan 
Limbah B3 yang dihasilkan. 

(2) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya meliputi: 
a. Limbah B3 dan i sumber tidak spesifik; 
b. Limbah B3 dan i sumber spesifik; dan 
c. Limbah B3 dan i bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan,sisa kemasan dan 

buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. 

(3) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i peraturan daerah mi. 

(4) Karakteristik Limbah B3 adalah: 
a. mudah meledak; 
b. mudah terbakar; 
c. bersifat reaktif; 
d. beracun; 
e. menyebabkan infeksi 
f. bersifat korosif; 
g. bersifat karsinogenik; 
h. bersifat teratogenik; dan 
i. bersifat mutagenik. 

(5) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah 
melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke 
dalam limbah B3. 

Bagian Kedua 

Pengendalian 

Pasal 19 

(1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah orang yang 
menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3. 

(2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan 
dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dan i suatu kegiatan usaha yang 
meliputi reduksi Limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan 
Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oh i bekas. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan 

Pasal 20 

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 
dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3. 

(2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 menyerahkan 
pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat 
Limbah B3. 



(3) Dalam hal Limbah B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti 
ketentuan pengelolaan Limbah B3. 

Pasal 21 

(1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3 terdiri dan i penyimpanan sementara 
Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara 
penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keenipat 

Pemantauan dan Pelaporan 

Pasal 22 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau 
kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, 
wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama 
kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan, proses, dan/atau bahan baku yang 
mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik Limbah B3 yang 
dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali. 

(3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi. 

(4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang. 

Pasal 23 

(1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib: 
a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3; 
b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3; 
c. memiliki sistem tanggap darurat; 
d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan 
e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3. 

(2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang: 
a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkannya Limbah B3; 
b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada 

pengelola berizin; 
c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada 

pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3; 
d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 

dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan 
e. neraca Limbah B3. 

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada kepala 
SKPD yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Bagian Kelima 

Penyimpanan Limbah B3 

Pasal 24 

(1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 melakukan penyimpanan Limbah B3 
paling lama: 
a. 90 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

sebesar 50 kg/hari atau lebih. 
b. 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

kurang dan i 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori. 
c. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

kurang dan i 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dan i sumber tidak 
spesifik dan sumber spesifik umum. 

d. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dani 
sumber spesifik khusus. 

(2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka 
jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

0 	(3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dan i TPS wajib dilaporkan kepada 
SKPD yang Berwenang. 

Pasal 25 

(1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat 
dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha 
dan/atau kegiatannya. 

(2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. 

(3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dan i 1 (satu) jenis 
dan/atau karakteristik Limbah B3 yangsaling bersesuaian dan tidal( akan 
menimbulkan dampak yang membahayakan. 

Bagian Keenam 

Pengumpulan Limbah B3 

Pasal 26 

(1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah 
B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atautelah memiliki kontrak kerjasama 
dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun yang telah memiliki 
izin. 

(2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat 
tanggung jawab masing-masing pihak apabilaterjadi pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan. 

(3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan 
Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk 
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum 
menyerahkannya kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 
yang berizin. 

(4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa 
pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki: 
a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 dilokasi kegiatan 

pengumpulan Limbah B3; dan 
b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaanLimbah B3 



(5) Segala dampak yang diakibatkan dan i kegiatanpengumpulan Limbah B3 
menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul. 

Pasal 27 

(1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 dilaksanakan 
pada tempat pengumpulan sesuai standar. 

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan 

rencana tata ruang wilayah; 
b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. jarak dengan sungai mengalir palingsedikit 50 (lima puluh) meter; 
d. lokasi bebas dan i banjir; dan 
e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100(seratus) meter. 

(3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dan i 1 (satu) 
jenis Limbah B3. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar lokasi pengumpulan 
Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 28 

( 1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3; 
b. memiliki sistem tanggap darurat; 
c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan 
d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3. 

(2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang: 
a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanyaLimbah B3 dani 

penghasil Limbah B3; 
b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada 

pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin; 
c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada 

pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin; 
d. nama pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 dengan 

melampirkan dokumen Limbah B3;dan 
e. neraca Limbah 133. 

(3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling kurang sekali dalam 3 (tiga)bulan kepada Kepala SKPD terkait. 

BAB VI 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah 

Pasal 29 

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pembuangan air 
limbah ke dalam badan air dan/atau tanah wajib memiliki izin. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 

(3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut: 



a. kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah; 
b. akta pendirian perusahaan; 
c. salinan keputu san persetuj u an dokumen AMDAL beserta fotocopy 

dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL; 
d. fotocopy dokumen Upaya Pengelelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib 
AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan 

e. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian 
bangunan. 

(4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
melampirkan pernyataan sebagai berikut : 
a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi; 
b. perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi 

pembuangan air limbah; 
c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi; 
d. denah tata letak saluran pembuangan limbah; 
e. skema instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan cara kerjanya; 
f. hasil pemantauan kualitas air limbah; dan 
g. prosedur penanggulangan keadaan darurat. 

• 
Bagian Kedua 

• 

Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpu sat 

Pasal 30 

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan penyambungan saluran pada 
jaringan air limbah terpusat wajib memiliki izin. 

(2) Untuk memperoleh izin penyambungan saluran pada air limbah terpusat harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha; 
b. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan 

pemerintah desa; 
c. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air 

limbah; 
d. surat persetujuan dan i pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, 

apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan 
e. surat pernyataan kerelaan dan i pemilik tempat apabila tempat bukan milik 

sendiri. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah 

Pasal 31 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air 
limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan 
dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 

(2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
kewenangan SKPD yang membidangi Perizinan. 

Pasal 32 

(1) Keputusan Penerbitan Izin Pembuangan air limbah diberikan paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal 33 

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria 
jenis usaha yang wajib memiliki izin diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan 
Saluran Air LimbahTerpusat 

Pasal 34 

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan 
saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan surat 
permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan. 

(2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
kewenangan SKPD terkait. 

Pasal 35 

(1) Izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat dikeluarkan 
paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan 
benar. 

(2) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada 
pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 

Retribusi Air Limbah 

Pasal 36 

(1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan 
pengelolaan air limbah domestik sistim terpusat serta pengolahan lumpur tinja 
sesuai kewenangannya. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Jasa Umum. 

Bagian Keenam 

Jenis Izin Limbah B3 

Pasal 37 

(1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 
dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dani 
Bupati. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: 
a. izin penyimpanan sementara Limbah B3; 



b. izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas dan 
oh i bekas; dan 

c. izin lokasi pengolahan Limbah B3. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 
dan/atau pengumpulan Limbah B3. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c, bentuk dan/atau format serta muatan surat izin diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 38 

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin. 

Bagian Ketujuh 

Tata Cara Memperoleh Izin Limbah B3 

Pasal 39 

(1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala 
SKPD yang membidangi Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon. 

(2) Permohonan izin penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan: 
a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha; 
b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan; 
c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan 

penyimpanan sementara Limbah B3; 
d. denah lokasi pengelolaan Limbah B3; 
e. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan; 
f. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah 

B3; 
g. nama, sumber, karateristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan; 
h. dokumen yang menyelesaikan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; 
i. Dokumen yang menyelesaikan tentang pengemasan Limbah B3. 
j. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3; 

• k. formulir isian yang disediakan; dan 
I. formulir surat pernyataan yang telah disediakan. 

(3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan: 
a. foto copy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau 

sub bidang pengumpulan LimbahB3; 
b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan; 
c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha 

pengumpulan Limbah B3; 
d. denah lokasi pengelolaan Limbah B3; 
e. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3; 
f. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3; 
g. uraian tentang sistem pengumpulan; 
h. formulir isian yang disediakan; 
i. formulir surat pernyataan yang telah disediakan; 
j. kontrak kerjasama dengan pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang telah 

memiliki izin; dan 
k. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling 

sedikit 5% (lima persen) dan i nilai investasi. 



Pasal 40 

(1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, 
dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) oleh SKPD yang 
membidangi perizinan dan verifikasi teknis oleh tim teknis. 

(2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
kegiatan pengecekan: 
a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3; 
b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah B3; 
c. sistem tanggap darurat; 
d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah B3; 
e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan 
f. jenis dan/atau volume Limbah B3. 

(3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim 
Teknis dan pihak pemohon izin. 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD 
Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan 
dikeluarkannya Izin. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas tim teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 41 

(1) SKPD yang Berwenang, melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara 
periodik setiap 2 (dua) tahun sekali. 

(2) Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis 
berdasarkan hasil penilaian tim teknis, maka Kepala SKPD yang berwenang 
dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada 
pemohon izin. 

(3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara 
tertulis oleh SKPD yang berwenang kepada pemohon izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berisikan petunjuk pemenuhan persyaratan. 

(4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

Bagian Kedelapan 

Penerbitan Izin Limbah B3 

Pasal 42 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang 
dan i izin yang diberikan. 

(2) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan 
administrasi dan teknis. 

(3) Jangka waktu proses penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan 
benar. 

(4) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bias memenuhi 
persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis. 



(5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 
14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi 
persyaratan secara administrasi dan tekn is. 

Pasal 43 

(1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) disampaikan 
secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari 
keluarnya keputusan penolakan. 

(2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau 
pengumpulan Limbah B3. 

(3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan 
ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru. 

Bagian Kesembilan 

Masa Berlakunya Izin Limbah B3 

Pasal 44 

(1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah 
B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. 

(2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan 
perpanjangan izin untuk waktu yang sama. 

(3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak 
pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 
secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka 
waktu berakhir. 

Pasal 45 
(1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana 

tersebut di bawah ini: 
a. terjadi perubahan identitas badan usaha, sumber limbah B3, jenis 

pengolahan limbah B3, lokasi area kegiatan penyimpanan sementara limbah 
33 atau pengumpulan limbah B3 dan, jenis dan karakteristik limbah B3; 

b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, persyaratan perizinan tidak dipenuhi; 

c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; 
d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan 

selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau 
e. adanya pencabutan izin. 

(2) Dalam hal izin tidak berlaku pemegang izin dapat mengajukan permohonan 
izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan 
apabila: 
a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; atau 
b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup. 

Pasal 46 
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh 
Bupati dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali,masing-masing dengan 

tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender; 



b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidal( ditindaklanjuti 
oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan 
sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan 

c. apabila dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b habis 
jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan 
pencabutan izin. 

Pasal 47 
Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu 
apabila terbukti: 
a. usaha atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum; 
b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan 
c. adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang 

mengharuskan pencabutan izin. 

Bagian Kesepuluh 
Peru bahan Izin Limbah B3 

Pasal 48 

Setiap pemohon dilarang 
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan 

perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap: 
a. sumber Limbah B3; 
b. jenis pengelolaan Limbah B3; 
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau 
d. jenis dan karakteristik Limbah B3. 

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang 
mendasari perubahan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahan izin 
dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan syarat permohonan izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 

BAB VII 
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3 

Pasal 49 
(1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan 

pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat. 
(3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem 

tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat. 
(4) Penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun Limbah B3 

berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 kelingkungan 
kepada SKPD yang berwenang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan kecelakaan 
dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan 
oleh SKPD yang berwenang. 

Pasal 50 
(1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan 

lingkungan akibat kegiatannya. 
(2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat 
mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang 
berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan 
kepada penghasil Limbah B3 yang bersangkutan. 



Pasal 51 
(1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. 

(2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang beban biayanya ditanggung oleh penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan. 

BAB VIII 
TANGGAP DARURAT 

Pasal 52 
(1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dan: 

a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan 
limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh 
masyarakat; 

b. sistem ventilasi; 
c. alat pemadam api ringan; 
d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan 

karakteristik dan cara penyimpanannya; 
e. alat bantu keselamatan dan kesehatan kerja serta petunjuk evakuasi; dan 
f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana 

keselamatan dan kesehatan kerja limbah B3. 
(2) Pedoman mengenai tanggap darurat mengacu pada peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

BAB IX 
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 53 
Dalam pengelolaan air Iimbah domestik masyarakat memiliki hak untuk: 
a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dani 

pencemaran air limbah domestik; 
b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air 

limbah domestik yang berwawasan lingkungan; 
c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dan i kegiatan 

pengelolaan air limbah domestik; 
d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau pengelola air limbah domestik; 
e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik; 
f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan 
g. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan air limbah domestik 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 54 
Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan permukiman, rumah 
makan, perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib : 
a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang 

dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang 
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap 
air; 



c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah 
domestik; dan 

d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik 
paling singkat sekali dalam 1 ( satu ) tahun. 

Pasal 55 
Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan dengan 
menghasilkan air limbah wajib: 
a. membuat saluran pembuangan air limbah yang memudahkan untuk 

pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan; 
b. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan 

melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian. 
c. memeriksa kualitas air limbah setiap bulan ke laboratorium yang telah 

terakreditasi; dan 
d. menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas air limbah dan hasil pencatatan 

debit aliran pembuangan air limbah kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan. 

Pasal 56 
Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan 
limbah cair wajib: 
a. memberikan kesempatan kepada petugas dan i satuan kerja perangkat daerah 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan limbah cair untuk 
memasuki lingkungan kerja perusahaannya serta membantu terlaksananya 
kegiatan petugas tersebut; dan 

b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, 
apabila diminta oleh petugas. 

Pasal 57 
(1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan 

limbah cair wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan 
limbah cair dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan kepada Bupati. 

(2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan 
limbah cair wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 58 
Pemegang izin diwajibkan untuk: 
a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; 
c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan 
d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi 

teknis. 

BAB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Limbah B3 

Pasal 59 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah mi. 
(2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian 

Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang 
Berwenang. 



(3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi 
perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang 
membidangi Perizinan. 

Pasal 60 
(1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai 
kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan 

pengelolaan Limbah B3; 
b. mendorong upaya reduksi Limbah B3; 
c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan 

teknologi; 
d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau 

konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah; dan/atau 
e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan 

sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 61 
(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan atas: 
a. persyaratan yang tercantum dalam izin; 
b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usahadan/atau kegiatan 

yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan 

c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
didelegasikan kepada Kepala SKPD yangBerwenang. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD. 

(4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul 
Kepala SKPD yang Berwenang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PPLHD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 62 
(1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) danayat (4), berwenang: 

a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, 
pengolahan dan penimbunan Limbah B3; 

b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3; 
c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan 

Limbah B3; 
d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual; 
e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3; 
f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau 
g. menghentikan pelanggaran tertentu. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan 
PPNS. 

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi 
pelaksanaan tugas PPLHD. 



Pasal 63 

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pasal 64 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Limbah Cair. 
(2) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dalam bentuk 

pengarahan, pelatihan sosialisasi, dan/atau penyuluhan. 
(3) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan 
instansi terkait. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, 
standar, prosedur, dan kriteria pembinaan yang ditetapkan. 

Pasal 65 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan dalam pengelolaan Limbah Cair. 

(2) Pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam 
pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pada 
lokasi atau tempat yang menjadi objek terkait dengan Pengelolaan Limbah Cair. 

Pasal 66 

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan 
in stan si terkait. 

(2) Dalam melakukan Pengawasan, Dinas atau Badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang 
a. meminta keterangan; 
b. membuat salinan dan i dokumen dan atau catatan yang diperlukan; 
c. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan; 
d. mengambil contoh atau sampel air limbah; 
e. memeriksa peralatan; 
f. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan 
g. meminta keterangan dan i pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan 

atau kegiatan. 

Pasal 67 
(1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi 

keterangan wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal 
serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. 

BAB XI 
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 

Bagian Kesatu 
Pengendalian Pencemaran Air 

Pasal 68 
(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pencemaran air yang diakibatkan 

oleh pengelolaan Limbah Cair. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 

a. pencegahan pencemaran air; 
b. perlindungan kualitas air; 
c. penanggulangan pencemaran air; dan 



d. pemulihan kualitas air. 
(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara berkoordinasi oleh SKPD terkait. 

Bagian Kedua 
Pencegahan Pencemaran Air 

Pasal 69 
Pencegahan pencemaran air dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas air 
serta meningkatkan mutu air agar kualitas air pada sumber air tetap dapat 
dipertahankan. 

Pasal 70 
Dalam rangka menjaga kualitas air serta meningkatkan mutu air, Bupati 
menetapkan baku mutu air limbah dan baku mutu air sasaran. 
Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietetapkan sebagai pedoman 
persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air 
Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan agar 
mutu air pada sumber air mencapai tingkat tingkat kualitas mutu yang baik 
sesuai dengan peruntukannya. 

Bagian Ketiga 
Perlindungan Kualitas Air 

Pasal 71 
(1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air dan 

sumber air terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. 
(2) Dalam rangka perlindungan terhadap kualitas air, Bupati sesuai 

kewenangannya menetapkan daya tampung pencemaran pada sumber air. 
(3) Penetapan daya tampung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, 

sumber daya manusia, ilmu pengetahuan serta teknologi. 
(4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala 

sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali. 

Pasal 72 
(1) Daya Tampung air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dijadikan 

Pedoman sebagai persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air. 
(2) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum 

ditetapkan, penentuan persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air 
ditetapkan berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkan pada sumber air 
yang bersangkutan. 

Bagian Keempat 
Penanggulangan Pencemaran Air 

Pasal 73 
(1) Penanggulangan pencemaran air dilakukan sebagai upaya mencegah 

meluasnya pencemaran pada sumber air. 
(2) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui: 
a. pengendalian debit air pada sumber air; dan 
b. melokalisasi sumber pencemaran pada sumber air. 

Pasal 74 
(1) Dalam hal masuknya suatu unsur pencemaran ke dalam sumber-sumber air 

yang tidak jelas tempat masuknya dan/atau secara teknis tidak dapat 
ditetapkan baku mutu air limbah, maka harus dikendalikan pada faktor 
penyebabnya. 



(2) Perhitungan beban pencemaran ditentukan dengan mengukur kader parameter 
pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Pemulihan Kualitas Air 

Pasal 75 
(1) Pemulihan kualitas air merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan 

mutu air sesuai mutu air sebelum terjadinya pencemaran pada sumber air. 
(2) Kegiatan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui : 
a. pengendalian debit pada sumber air; 
b. penggelontoran; 
c. pembersihan sumber air dan lingkungan sekitarnya. 

BAB XII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 76 
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif 

dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dan Limbah Cair. 
(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk pemantauan, 

penelitian, pendidikan, penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya. 
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB XIII 
KERJASAMA 

Pasal 77 
Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian 
dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair. 
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 
a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dan Limbah Cair dani 

dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan; 
b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan 

Limbah B3 dan Limbah Cair; dan 
c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan 

Limbah B3 dan Limbah Cair. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah. 

BAB XIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 78 
(1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin. 
(2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan. 
(3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 dan Limbah 

Cair yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(4) Untuk biaya pengelolaan limbah B3 dan i kegiatan Usaha Mikro Kecil clan 
Menengah dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Pengelolaan limbah B3 dan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang. 



BAB XV 

PERBUATAN YANG DILARANG 

Pasal 79 
Setiap orang pribadi atau Badan dilarang : 
a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin; 
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi 

pengolahan air limbah setempat; 
c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat 

menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang 
akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau 
instalasi pengolahan air limbah setempat; 

d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air 
limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; 

e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat 
mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; 

f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya 
tanpa pengolahan; 

g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah; 
h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; 
i. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan 
j. Pengusaha dilarang membuang air limbah tanpa pengolahan. 

BAB XVI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 80 

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 
ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4). 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; 
c. Penutupan dan/atau Pembongkaran; dan/atau 
d. pencabutan izin. 

Pasal 81 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tidak 
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan i tanggung jawab 
pidana dan pemulihan lingkungan. 

Pasal 82 

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan. 

Pasal 83 

(1) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau 
Pembongkaran serta Pencabutan izin diberikan apabila tidak mematuhi 
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. 



(2) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau 
Pembongkaran serta Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 84 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan Peraturan Bupati. 

BAB XV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 85 
(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat 

diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran 
dalam ketentuan Peraturan Daerah mi. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti 

mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak 
pidana; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut; 

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana; 

h. mengambil sidik jar dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana; 

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. mengadakan tindakan lain menu rut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 86 

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 
(tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 



(2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

(3) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dipidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 115 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
merupakan kejahatan. 

Pasal 87 

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan 
pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan, dikenakan ketentuan pidana 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 
(1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan 

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga 
masa berlakunya selesai. 

(2) Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya 
harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah 
mi. 

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 
yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus 
menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 

Pasal 89 

Setiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan saluran 
pada instalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat berlakunya 
Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enarn) bulan terhitung 
sejak diundangkan Peraturan Daerah mi. 
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Zn) 
- 
- Florida 
- Sianida 

         

         

       

(k.c.rnoleks) 

- Logarn brat 
(terutarna As, Ph., 

Cd, en, Th) 
-la lutan asarn 

- Logan-, beret 
(te rutarna Oj, Pb, 
Cd„ Th.) 
- rutar. asam 

 

0210 

0211 

 

P ELEELJRAct-IrimAri t-LITAM 
(Pb) 

P ELE &IRAN DAN PENuRixiLAP,1 
TEMBAGet 

2720 
2732 
37213 

27213 
2732 
3720 

 

-Prose3 peleburan tirnah 
sekurrdra. dan/atau pnn-er 
-1P-  Ai_ yang rnengolah 
etluen dart proses clan 
pelebu ran timah 

-P rcrses prnerrdaru  
sekurde-  pelebu ran clan 
penvemptrnaan ternbaaa 
- Peieburan deno3r 
{16 cbic arch furnaca 

- P.mbpik warn (acid plmrrt) 

-DDAL yN-tg rnerloolah 
efluen dart proses 
pelebu ran tembaga 

- Slag dan residu 
lain yang 
bartc.ortarrina,zi 
Icswn be rat 

- Sludge dan 
proses pe.rgol:anan 
residu 
- Larutan pe.ritg.Dlah 
bekas 
-Fluxing agent 
bc.14Q:. 

- 3ludge da ri 
fasilltas proves 
pelebu ran 
- Debu dartiatau 
sLidge dan fasiiitas 
Pengendali 
panoarna ran udara 

Lna don 
r...111731. yang 
rrerupakan rasidu 
dan proses 
pelktU ran 
- Lirnbah day 
proses Skirrrning 
- lerutan •warn 
bekaz 
- f)ludge clan IPAL. 

-S ludge danr 
tasiiitas proses 
pelebu ran den 
penwernot.rnaen 
- Dabu dan/atau 
,..1...rdge dap; fafilitaz 
pengenriali 
perroe-ro ran udara 
-Larutan asarn 
bekas 
- Residu dart prose: 
penvernorYnaan 
74 cara oloktro lkiur 
- Sludge dan i IRAL 
-Sludge dart A.dd 
plant blow down 
- s tag dar 

         



C216 CAT 
Terrnaso.k varnish dan bahan 
pielaprs lain 

-NIFP0 cat 
-JP.A.L yam rnenwlah 
eftluen p oases yang 
be rkaitan dengan cat 

2422 
2029/2511 
281212892 
289312899 
2911)2912 
2915)2919 
2922)2924 
2925)2926 
2927/2930 
3/10)3/20 
31901/317:0 
321013220 

3230 
3410 

3420/3430 
253012591 
3592)3610 
3659/4520 
3511/3694 

3899 

3140 Ei.kTERE S EL KERENG 0217 -riFTE,  batare sal ',caring 
-PAL yang nnengolah 
efluen onr.ses oroduksi 
bzborc 

T11417-4. 
k.egiatan-kegia:an yang 
rnenggunacan tirta seperti 
percetakan paid.a 

-MI FDP trod-.  
-  Proses deirking p.ada 
pabrik butur kertas 
-PAL yang rrienoolah 
eflueri dan i proses yang 

ciann +inf.; 

2221 
2102 
2109 
2422 
2520 
2211 

C, 21.2 

MAIlLF.Ar<ILik. DAN 
P ERA.VIT.4.1.1 K.E Ci.A.P.,PA.11 DAPI 
roE SIN 
roancakup rriarcrfzir.i3..ir. 	clan 

he rrnotcr., z•cpecla, kapd, 
pesawat te tang:  traktor„ 
atat-alat. beret. gererator:  

produksi gill. 
Te rrnasik oerrbuabn sukj 
cadand dan asesori dart 

.............................................. 
021.5 
	

E LE KTRORATING DAN 
(iALVAI115 
Mencakup kegiatan peIaDIan 
logarn pada peirrukaan 
103ann atau plastk denider 
proses elektris 

111./171.2 
1721/1722 
1723/1729 
1610/1520 

2813/2912 
2913)2915 
2927)3110 
2410)2420 
2420)2520 
3591)3592 

........................ 
2892 

2710/2720 
2811/2812 
2891/2893 
2839/2911 
2912/2915 
2919)2922 
2924)2925 
2926)2927 
293001.10 
3120)3190 
3210/3220 
3230/3410 
3420)3430 
3530/3591 
2592)2610 
2699)4520  

I 
-- Pnczes dyeing behan 
tek.stil 
-Proses p rnting bahan 
tekstil 
-PAL yang rnenoolah 
efluen prcs.es kediatan 
d Lstas 

-Sebruln proses iiang 
be rhubi..ngan pabrikasi 
clan finishing logarr. 
rranufaktur nnocin dart 
Truku cadang 
pc rakitmr). Tc tri-t=t_k 
kegiatan yang teikait 
dengan OZLS dan 0216 
-IPAL yang rnenc.olah 
efluen prcses ke.qiatan 
d iataS 

be rkaitan dengan 
k.egiatar pelapisan iogarri 

rrnasi...k. proses 
periakuan: phosrinatirid 
iRfe-J-iir,o. polish in. 
chamical canvas rsion 

thr, .2nodiTing 

--Pre-treatrnerit; piklini 
degreasrig, stripping, 
clearing. grinding, sand 
bias.ting. weld cleaning.. 
depainting 
- [PAL rrienoolah et-luen 
proses elektropl*.inj dan 
galvanic 

0212 

[21.4 

dross yand 
rinerupalkan residu 
dad pro;; 
c.lebu 

-sludge dari proses 
produksi dan 
penyimpanan 
-Skxlge 
terkonterrinasi 
+inta 
- Dc.lartrt Isaka.c. 

Sludge dart IPAL 
R.ezidu da ri prwes 

penwdan 
- Ken-asan bakas 
tinta 
- rociikoff :0Cc 

- S ludga Sari IPAL 
rnengondi-rig logorn 
be rat 
- Pelanit bakes 
(clearing) 
- Fire retaidant 
1:841 seny.a 	b 
oroank) 

-Sludge dan i proses 
produksi 
- Delanit bekas der 
cal ran parrAJci 
(c rgar. s: 
anorgorik) 
- Residu prose.; 
produksi 
- :Sludge da rt IPAL 

-  Sludge 
pengclahan dan 
penoJo.an  
- Larutai p e.n gOl ri 
bekas 
- i...anstan asarn 
(pickling) 

Pele rut 
bekatra ri4Jorinasi) 
- Larutan bekas 
proses decreasing 
-Sludge dan i IPAL 
-Resicir dan i la rutan 
batch 

-Sluige cat 
- Pelans bakas 
-Sludge. dan i IP.AL 
-Fitter bekas 
- Produk cif spec 
-P.esicii proses 

-Cat ant kciro-.,i 
(Pb.. Cr) 
-  Debu dartiat.au  

ludge dan unit: 
pe.ngeridalan 
penoenna ran udara 
-Sludge proses 

- Sludge proses 
produksi 
- Residu prose,: 
produkci 
- 12,etere bekez. cif 
5pec den 
kadaluarsa 
- sludge dati IPAL  

- Cxganik (bindei 
den resin) 
- H;d raker-ben 
terhabgenasi 
- Senyawa 

- P 	 ah 
terbak&• 

Logem beret 
(terutarre Cr, Pb) 
- Pigrne-i Can at 

- Dateden 
- Callon nrini-ing -As 

- Log arrt be rat 
ruterrie As, C.d.. 

Cr, Pb, Cu, Zn) 
- Hid rokarbon 
terhabgenasi Idari 
proses dressing 
darfinishino) 
- Pigrrien, zat 
wzi Ina clan p‹,14 1,1 47. 

orgerik 
- Thnicectk 

(surfa mant) 

- Logam den logarn 
beret (terutarna 

Cr,Pb, Ag, 
Ni, Zn,a, 

Šn) 
- Rezidu cot 
- tirtnyak dan 
garni.k. 
- Senya v a arnonia 
- 	mudah 
te rbak. .3" 

- Asbestos 
- Larutan asam 

............................... 
- Logam dan logan 
beret (terutarna Cd., 
Cr.. Cu, Pb,, Ba, 
Hig.. Se, A, NiZri, 
Sn) 
- SLanide 
- Sanyawa arrciria 
- 

Fenol 
-  ritrat 

-  Bahan organk 
(resir) 
- Hid rokarbcin 
terhabgenasi 
- CauFti&Lidgia 
- PeLenaJ rriudah 

Pigmen 
- Logern clan logerri 
be rat(terutairna 
Ea, Cd, Cr,Pb, Ag, 
Se,Hg,Cu, 	Zn 
Se, Sn, Sb) 
-SenyavaSn 
onDarik 

- Logarn beret 
(terutarra Cd„Pb 

2n. Ho) 
-P.saidu padzit 
r.ie"-iwgerdurig 



         

- Metal po claw 
- Dust, slag, ash 

  

 

021_ C. 

C 21 '5 

0220 

  

3.471E11. E 1.3EL BA.0 All 

N 
t LE IcIROM WPEFAL(4T.AN 
E LE raRort 

E KSPLORASI DAN FROCILJKSI 
MI III AK, CAS DAN P.ANA.5 
B UNI 

 

0140 

311013120 
31n0/31.90 
3210/3220 
3230/3920 

1110 
1120 

 

-M FPO baimre 
-IPA. yang mlah 
elfluen prcses produksi 
bate re 

- Manufaktu dan 
pe raktan kornpone-tdan 
pe ralata-i elektronik 
- 'PAL yang rriendolah 
efluen proses 

-Ekaplorsat dan procli_k3i 
- Perneliharaan fasilitas 
produksi 
- Pe-neliharaan fasilitas 
penyimpanan 
- TP.I%Lyaro mengotah 
afluan panntrizacar, 

dan gaz alarn 
-Tanki panyirnpanan 

 

-Sludge dari proses 
p roduksi 
- Batere bekas, cif 
spec dan 
kadaluarsa 
- Slucbe dart IPA! 
- Laput.an 

am)alkzJi 

-Sludge pro9e:i 
produk.si  
- 1-Dela rut bekas 
-Mercury 
contactor/Is witch 
- Larnou 
fluororasans (Hg) 
-Coatedg lass 
- la rutan etching 
untuk p tinted 
circuit 
-Caustic trippng  
- Resiclu solder dan 
fluxnya 
-Iirnhah 
pcalgccatan 

- S Icy mriyak 
- U.JTLt bo r 
(d riling mud) 
bekas 
- Sludge rninyak 
- Karb-or aktf dan 
abso &ran bakaz 
- Sludgc dari iros_ 
-Cutting pernboran 

daiar tariki 
(iiang rrernilk.i 
korrarninaldi etas 
qtandar der, 
rnerni iki 
karak.teristik I in-ibah 
P. .3) 

 

- Logarn Lerat 
(le nutarna cd,Pb„ 

Zn, SID) 
-fitsarIVAlkal 
-Sel rnencanduru 

- Logarn brat 
(teiutarna 
As,13a,Cd, Cr, Pb. 

Ni, 
ZnfiSe.. Sn, 5b) 
- Nkrat 
- FLIarirla 
- Resdu cat 
- Behan QTyerik 
- Lfliti 
akaltLesam 
- PelarLt 
terhabgenai 
- Residu proses 
sitching (FaC12) 

- Bahan organk 
- ahan 
tmrkontarninas,  
n-iin yak 
- Logarn beret 
- Metk&xi (oacia 
karben aktif 
rnolacu k r TelQ6,Ce, 
.311) 

             

             

            

 

U221 

Ct222  

0222 

  

k:.ELA43 V1311YAK DAN GAS 
B LI I'm 

P FRTANnAN SAN 

PLI1J Y/4'IG MEiccJW.AN 
Ct.04-1.A.N IsAV..04.P. Ft. ATLI 6,0FeA 

 

2320 

1320 
2020 

oto 

 

- Proses pengdahan 
- IPAL yang nnenoolah 
efluen proses penwlahan 
-Unit Disco luod A r 
flotation ( DAc) 
- Pwrioera Flan heat 
exchanger 
-"Tank, party irnpa-an 

-Kegiaten oertarnbangan 
yang barpot2nsi unbJk 
rrenghwilkan limbaln BO 
zeperti penarnbangan 
terriDega, 
'Ferias:  batubara, tirnah, 
dl, 

- Darnbakaran baixibara 
yang digunakan untult. 
perobargkit 

 

-Sludge rrinyak 
- Kataiis bekas 
- Karbon *tif 
bakac 
-Sludge dari IP.AL  
- Filter bekaa 
- Resiiu dasar 
tanki 
- (yang rnemiliki 
kontarnina-i d iabas 
sthndar dan 
rnarniiki 
karakteririik lirnbah 
E:.3) 
- LIrnbah 
laboratorikrn 
- Lirribah PCB 

-Sludge 
pa rtarnbangan 
teri-cantaninasi 
logern be rat, 
flotation 
Skudgeitai ling 
- (yang rnemililr..1 
k.antarninan diatas 
sthndar dan 
rncrni iki 
karaktizlil-c. I imb.nh 

e.3) 
- Pelan_rt bekas: 
- Lirnbah 
laboratoriLrn 
- Limbah GCB 

-Flyagh 
-60+.4)-xn ash 
- (yang rnerniliki 
kontaminan diataz-
standar dani 
rnerniiki 
k.arakteristklin-ibah 
Ft 2) 
- Linnbah re 

 

- Bahian organk 
- Bahan 
terikontaminas 
min yak 

Logarn dan logarn 
beret (tzrutanna Eat, 
C r, Pb„ NI) 
- 5ulfda 
- Tensicactive 

3urfa dart.d11.) 

- I..ogarn 1:erat 
- R.arodu pala rut 

Genid 

- Icg an-, beret 
- Li aban organk 
(P 	poi ynu dea r 
arcrnati) 

             



7 51.1 

7310 
7422 

2211/2221 
2222/2429 

21.0 

900 

'2424 

- P MS-25 ta-in trog Tan 
tir,ishirsq  
- roses 
trrrrringishaY no/ buffing 

...... 
ceffluc...n d ,i p ooze:. diet= 

- MFEY? zat i.,..arna den 
grnen 

- 'PAL yang menoolah 
afluan progc.v vang 
bark:eta-i dcingari zat 
y..erne den p 

- MFDP p ro duk. fe rri; a 5 I 
-PAIL yang rnencola 
efFluen prcses rrianufaktur 
dart o roduksi fa rrn.esi 

02 21±. 

022,t 

0224 P E P1-(14kfl 1,11LIT 

ZAT 	C.).A.N1 

FAR1V1A51 

1911 
1912 
1920 

2422 
2429 
2411 

RUNIN-1 S.W.TT 

LkBEARATC1R)Urel RISET DAN 
}<OMER SI AL. 
Bebe rapa 	rnemliki 
laboratorium. rnisa hya: 
takrti I, m.Q1.7_a-.an, pulp 54 
paper, panyarrpurraiar, 
bhr,krrpcat, karat, dil.  

- RS dart 
I.aboratoriurn klirti 

- 6-eluru'n Janis 
ithoratoriu-n kecuali yang 
terrnastiK 0227 

0227 

D2ZE: 

DZZ, 
 

FOTOQRAFI  

0230 
	

E 	 B.ATU AjA 

DE Nrakil PIROLI5I5 
cokes p roduction 

- MFLXJ blciang fce:og ran 

- Prove:: piodukzi 
- IPPL yang rnengotall 
efluen dam p roses 

DALR ULANG NY.A1': 
P ELUM.AS  B EKAS 

027 
	

S.:4PLJN 0E11R GENIPRODUK. 
EVP.EP.SIi-1 

DE GIN FEKTAWKOSM M K  

- Pr-o.sa.s purifskas ear 
reezenerasi 

-Prozag rnanufaktur dart 
fcm-nuiasi p duk 

0231 

- 'Sludge. dari 
proses timing dart 
finishing 

- Sludgc dari IPAL 
-Azarn krornat 
bekas 

- ludje prose..5 
oroduksi dart 
Fes ilitas 
panpirnp an an 

-PQL-Arut bcikac, 
- Sludge dari IPAL 
-Residu 
produksie reak 
-Absorban 'Jar filter 
bekas 
- DrriciA: off spec 

- Sludge dam 
fasilitas p roct]ksi 
- Pelarut bekas 
- Procirk cif Sr.? C 
14.a8Q1uarcz rkr. rig 
- ludgc. dari trAL 
- Peralatan der 
kernasan bekas 
- Residu proses 
produkst dan 
formdasi 
- Absorbar; den 
fi knot,  (kart:on aktif) 
- R.idu proso.-
destila3i, evapordsi 
dart reaksI 
- Limban 
•Eboratori tro 
- Residu dart copses 
i rsinerasi 

- Linbbeh Hinis 
- DptscjL fa pr-; aci 

kadalua.r. 
- Peralert.an 
laboratpriurn 
terkontan-enasi 
- Kernasan prock.k. 
farrnasi 
- Lirribah 
1.thorakopil...rn 
- Fkaidu dart pro;a: 
in3inera3i 

- Pelarut 
-Bah -  kirnia 
k.adalua rsa 
-Pesicki Fa-nrk;4 

- Logarn brat 
teutanna Cr, Pb) 

roanik 
arr 

- B.ahan organk 
- Hid rokarbon 
terhaboenasi 
- I.qant dart logarn 

bat (tarutarra Cr, 
Zn)  Pb,1-1g,t1i, en, 

Cu, 5b, Ba) 
- senyawa 
orgarron-eka! 
- Sianida 
- Witrat 
- 
- Arscr; 

- Bahar ongank. 
- Hid rokarbon 
terh.-abgenasi 
- Pelarut rnudal-i 

- 
nuterib5 	) 

- bahen aktf 

- LiTtht terinfeltsi 
- Pdu prreiLk 
fa rrnat,--i 

Bahan-bakan 

kirnla 

- Baran kr-rea 
(rnurni atau 
terkonsenirasil den 
la rut-...,r, irnie 
barb.ahay.2 .2tau 

Isarac.x. 

- Larutan 
developer)ti, 
bath bekas 
- Pdarut bakas 
- cuff cc* C r  

- Perak 
- Pelarti o rganik 
- Serva,..ra 
pergoksidesi 

-P.c$idu p razcz. 
oroduksi (TAR) 
-ResIdu mriyak 

- Filter dar 
absorban bek.a3 
- Racidu 
darAila.si  dart 

evapara3i f,tt ri) 
- ResIdu 
minyakra-nutste 
slice (DAFidasar 
tanki) 

- Rasidu pnoduks; 
87.;r; kons.antrat 
- Fi 1.1= d.sn 
absorban bekacs 
- Pelarut bekas 
-Konsertrat off- 

- Hid rokzabon 
orgarik (PNA) 
- Resdu rnin yak 

- Material 
terkontarninasi 
rrir, yak 
- Log4rn E--arak. 
(te 	 Pb, 
c r) 
- :50-idge rnin yak. 
- Htd tokatbon 
barhaboenasi 

- aahan ongarik. 
- Hid rokarban 
terhatDgenasi 
- logarn berat I Zr) 
- FIJorida 
- titrat 



       

 

0233 

0234 

0235 

0236 

 

P E 1130LAI-tAt4 L E 
HEWAIlliNAB,ATI C).4.N 
DERIVA.TNTIA 

ALUJNIUNIUM THERMAL 
METALLURGY ALL/AU HIUM 
CHEKCAL corivr,Rsioti 
COATING 

rii:-LiPUP.AN DAN 
P E tlr'EMPLR HAAN ENQ/2n 

PROSES LOGAN HON FERRC 

2720 
2732 

2721: 

-Marn_ta,sturdan 
formtiasi produk lernak 
nabat/ hewani dan 

0..nann ya 

- Proses pelthuran dan 
penye-nournaan 

- Dal.apirar Aluminium 

- triAL. yar q  rnangol.mb 
elfluen daii p rarer coating 

- ;Qr..; to ralcktroliz 
dalarn pro 3es peleb.J1,3f1 

dan per4iernpurriEral 
- Pyrcenetal lu rgI n I zinc 
pe.lebu ran dart 
penye-npu-naan 
- [PAL yang mengotah 
arffluart dati prcses 
p.7,1Q1Du ran Jan 

;_,cnyeernp,_rna,=-1 

-P roz.e3 coid 
drawing, sheaung, dart 
finishing Icgan-, ren- 

r. clan 
acialuarrA 

- Limbah 

I .4Dor.btoriurn 

-P.esidu flltrasi 
-Sludge 
rnireAliern* 
- Lirnbah 
I aboratotii-rn 
- Ragiclu p ro 
dertila3i 

- Katal is bekas (CO 

- Manufakiu r 
.anoda-tar re5i6.1 
karbon 
- tprocac skirrrning 
-Spark pot I in ing 

(kabodas) 
- Ridupoe  

peleburan (slag dan 
cos.,) 
- Sludge dan IPAL 
-Anoring iludaa 

-'ludo proms 
pelebu ran dan 

165 illtas perrumlan 
udara 
- Debuts fudge dani 
pengeridali 
penoan-ta ran udara 
- slag chn clrosc 

ragiciu proas 

pelebu ran) 
- PrEises Skimming 
- sludge dari IP 
- S ludge dari Add 
plant bla w down 
-e lectro kitc anode 

cliclga 

-Larutan oksalat 
dan slAge-nya 
- Larutan 

- Tensioactive kuat 
- P.di, azr.rn 

- Logarn terat 
(te %Oar-a Cr, N 
Zn 
-Residu rrinyak 
- Rasidu asarn 

- Logarn erat 
(tefutarna Cr) 
- Residu asarn 
- ciarnicia (ploma.: 

cry 

- logam borat 
(te n_itarnai Zn, Cr., 

Th) 
- Fo..esclu asarn 

- Logan brat 
(terutarna.as.. 
CA, Cr, Ni, Zn) 

        

        

       

 

C:2'30 

0239 

0240 

 

METAL. HARDENING 

VICTAIIPLAVIC: $1-1APIN3 

LAUNDRY .k.t-E) DRY 
0_EAFII P4 

TPAL INDLJS1RY 

fag ilitas pgrogolah lirnbab 
terpadu dari 1.ciwgia tan- 
1-..egLatan yang ternasul, 
dalarn tabe I nl 

2710/2720 
2311/2312 
2091/2092 
2899/2911 
2912/29V3 
2919/2922 
2924/2926 
2927/3110 
11.20;nisn 
3430/3530 

2710/2720 
2731/2732 
2811/2612 
2$91/2893 
21399)2911 
2912/2915 
2919)1922 
2924/2925 
2926/292'7 
2930/3110 
3410/3420 
:3430/3511 
3530/3591 
3592;4520 

9301 

ferro(rnisalnya: Cu. 
2n, .711{0 

- '36,1uruh progas 
p.angclahan (n-isalnyQ1 

ntriding, carburizing) 
- [PAL yang rnengdlah 
efflue.rt dart proses 

- Dwn-ua p-,wez ;any 

be rkartan temasuk 
grirriing, cutng, 
d ra ind , tilling, dl. 

- Prorer cleaning dam 
degrearng yang rrier-rizikai 
pe.lanit organih dan 
pelarut kostIk kuat 

nermanoarot 
(p 

- R.osiclu a;am 
pidcling 

pernbarsh akali 
-NI in yak ends i 
pending RI pelumas 

- sludge 

-P.ala rut bckac. 

rririy4sk 
(misanya: caitan 
cuting dan rriny-ak 
pending ri) 
-Sludge dan i proses 
shaping 
-r.ala rut 

- Pelt bk 
- Lan.itari kortik 

bekas 
- Sludge proses: 
cleaning dan 
degreasng 

- ludgc, IPAL 

- Nitrat. Fliorida 
ACArri borat elan 

oksalat 
rutert 

- Lrrib 4-In-an yak 

- Logarn cLn logarn 

ba rat (tQrutarna 
,Cr, Min) 

-Slarida 

1...C.A.31-1) dal] ICu.A.31 

tent 
- Ernuisi miryak 
-1-1;drokarbon 
terhabgenasi 
- Fiinrida-nitrat 
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TABEL 3. DAFTAR LIMBAH DART BAHAN KIMIA KADALUARSA, 
TUMPAHAN SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK 

MEMENUHISPESIFIKASI 

K ODE LIMBAH PEr-t cEt-IAR  

D3001 
03002 
D3003 
D3004 
D3005 
03006 
03007 
1:::13000 
03009 

onizLdidehici 
Asetamida 
Asarn asel:at, oaram-carar-nan dan estr-ester-riv 
Asealmn 
Asetminitril 
Asetilklorida 
AknolGin 
Akritamicla 

03010 Ansldrin 
D3011 Aluminium Alkil clan Turunarinya 
03012 Aluminium Fosfat 
D3013 Arrioniurn Pikrat 
03014 Anionium Vanadat 
D3015 
D3016 Arse, clan Senvawanva 
09017 .Arserl Oksida„ Tri-perrta- 
D3018 Arsen Disulfida., Arsen TrilzIonda 
D3019 Di etil arsina 
03020 Barium dart snyawareva 
D3021 Ci-iromabmid Coppe..-r Arsef-tat 
03022 Ben2ena 
D3023 Klorotenzena 
03024 1-Diio5ianatn1etiI-Bereria  
03025 Dietilbenzena 
D3026 Heksahidrobenzena 
09027 Berinaslulfonat Asam kloricia 
D3028 Benznasulfonil Kloricla 
D3029 Berilium clan senyawanva 
02090 Bis(klorornetil) EbEir 
D3031 Brornofarm 
03032 1,1,2,3,4,4-Heksaklorci-1;3-Butadiena 
020:2-_a Alkohol 
D3034 Butana 
D3035 Butilaidek-lida 
D3036 Kadmium (Jan seriyawanya 
D9097 Kalsiurn Kromat 
03 0 38 carrioniacal Copper Arsenat 

C130:3g1 Dikloro if:arbor-fat 
03040 Karbo n Disulficla 
03041 Karbon Tetrakloricla 
D3042 Ktoroasetaldehicla 
D9044 Kloroolana., tsomer Alfa dan Beta 
D3043 Klorotaria (Etil Klorida) 
03045 Ktoroetana 	Klarida) 
02046 KliorobromornGltana 
03047 Kloroforrn 
03048 p-kloraanilina 
03049 2-Kloroetil Vinil Eter 
D3050 Kloromeatil MQtiI Etmr 
0:3051 Asarri Krornat 
DJ1352 Krorniurn clan senvawa-senvavvanva 
D305:3 Sianicia dart stnyawa-seriyarovanya 
D3054 Krecot 
03055 Ku rn B na 
02056 Sikloheksarla 
D3057 2,4-0, gararn-garam clan 'sterna 
03058 DDD 
D3059 DDT 
D9060 1,2-DiklorobGeraGq-na 
03061 1,3-Diklorobenzeria 
03062 1,2-Diklon3etana 
02063 1,1-Diklormetan.a 
03064 1,2-Dikloroproparia 
030155 1,3-Dik10roproparia 
D3066 Dieldrin 
03067 Dimc4til Ftalat 
D3068 Dim etil Sulfat 
031369 2,4-Dinitritoluen 
D:3070 2,6-Dinitritoluen 
03071 Enctrin clan sriyavva 	o I it 
03072 Ep ik lo rohidrin 
D3073 2-Ektosi Etanol 
03074 Etanon 
03075 Etil Akfilat 
03076 Etil Asulat 
Da077 Etilberize na 
03078 Etil Karbarnat 



030-7g Etit Eter 
D3C90 t am Etilon Bisclitiokarbamat chn turunornyo 
D3C81 ELilen Dibrornida 
D3082 Etilen Dikbrida 
D3093 Etilan Glikal 	onootil Etrar) 
D308-4- Etilen Oksicia (Oksirana) 
D3085 Fluorin 
D3096 Fluonoasotamicia 
D3087 .enksam Fluoroasetat clan garam scicliumnya 
03088 Fornialdehida 
03099 A.sarn Forn-ii.Dt 
D3090 Fu ran 
03091 Heotaklor 
0201;32 HeksaktoroberizenA 
D3093 1-1eksaklorobt-tacliona 
031j94 Heksakloroetara 
020g5 Hidrogen 	ianid 
D3096 
D3097 arn Fosfat 
C:13109F1 Asarri Flourat 
D3C99 Asarn Fluorida 
D3100 ,ctsarn sulfida 
03101 Hidruksibenzena (Fenol) 
D3102 Hidroksitoluon (Kresol) 
D3103 Isobutil 44k:ohol (Isobutanol) 
D3104 Timbal Asetat 
03105 Timbal kromat 
D3100 Timbal Mitt at 
D3107 Tinnbal Oksida 
03109 Timbal Fogfat 
03109 Linclana 
03110 
03111 MalitRat Hidr:azicia 
D3113 Nerk-uri clan senve-eva-senvav..,a1-r5 a 
03112 Nadi Hidrazina 
03114 Mtil Paration 
03115 Tetraklorornetana 
0311b Tribromornetana 
03117 Trilcloromertana 
D3110 Triklorafluoromotana 
D3119 Metanol 	Alkohol) 

• 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR .1. TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3 

I. UMUM 
Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus 

menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya 
dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun 
berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa 
pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu 
kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri 
dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko 
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi. 

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan 
langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan 
telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan 
pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang 
sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan. 
Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 
Kabupaten Kerinci. Namun, kebijakan yang telah diformulasikan oleh Pemerintah 
Daerah belum membawa hash l positif bagi upaya memelihara dan melestarikan 
kehidupan alam/lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Hal itu disinyalir 
karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan 
berbagai Limbah B3. 

Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain: 
1) Limbah industri dialirkan ke sungai-sungai; 

2) Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang 
terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya 
pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk 
mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama; 

3) Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa 
yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya; 

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi 
agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih 
tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-
dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Air Limbah dan Limbah 
Bahan Berbahaya Beracun. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait 
dengan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracunmenjadi sangat penting 
agar upaya pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracundi 
Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerintah. 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

10 

	

	
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 

• 
Cukup jelas. 

Pasal ii 
  

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 



Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal4  
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 



Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 



• 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas. 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasal 88 

Cukup jelas. 
Pasal 89 

Cukup jelas. 
Pasal 90 

Cukup jelas. 
Pasal 91 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2015 NOMOR ... 
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